
 

BUPATI BANDUNG 
 

 
 

PERATURAN BUPATI BANDUNG 
 

NOMOR 29 TAHUN  2013 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 36 TAHUN 2012 

TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BANDUNG 
  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANDUNG, 

 
Menimbang : a. bahwa Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten 

Bandung telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan 
Bupati Bandung Nomor 36 Tahun 2012 tentang Tata 
Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan 

Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Bandung; 
 

  b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada 
pengurangan yang dapat diberikan kepada Wajib 
Pajak, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a perlu ditinjau kembali dan disesuaikan; 
 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Bandung Nomor 36 Tahun 2012 
Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan 
Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten 

Bandung; 
 

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 

1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 

Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2851); 
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  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 3262) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740); 
 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan 

Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684); 
 

  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4048); 

 
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepostisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
 

  6. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 
  7. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 
  8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
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  9. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 
  10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

  11. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 
 

  12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

 
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4503); 
 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

 
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 
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  16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang 
Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan 

Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh 
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5179) 
 

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 

  18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 
1997 tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Wajib 
Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara 

Pembukuan; 
 

  19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 
1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak 
Daerah; 

 
  20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 

1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi 

Pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan 
Pendapatan Lain-lain; 

 
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 

Bandung Nomor VII Tahun 1985 tentang Penunjukan 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan 
Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah 

yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1985 
Nomor 5 Seri C); 

 
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 

2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam 

Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 

Nomor 29 Seri D);  
 

  23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 

2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 
2007 Nomor 2); 

 
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 

Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten 
Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 
Tahun 2007 Nomor 17); 
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  25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas 

Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 
23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas 
Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23); 
 

  26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 

2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1); 

 
  27. Peraturan Bupati Bandung Nomor 36 Tahun 2012 

tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan 

Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten 
Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 

2012 Nomor 36). 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 36 TAHUN 2012 

TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN 
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI 

KABUPATEN BANDUNG.  
   

 

Pasal I 
 

Ketentuan Pasal 43 dalam Peraturan Bupati Bandung 
Nomor 36 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan 
Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di 

Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung 
Tahun 2012 Nomor 36), diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

 
Pasal 43 

 
Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dapat 
diberikan: 

a. sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang 
terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a angka 1;   

b. sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari PBB yang 
terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a angka 2; 

c. PBB yang terhutang dalam hal kondisi tertentu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 41 ayat (2) 

huruf a angka 3, sebagai berikut : 



6 
 

 

1. sebesar 30% (tiga puluh persen) dari PBB terhutang 
untuk pensiunan PNS Golongan I dan II; 

2. sebesar 20% (dua puluh persen) dari PBB terhutang 
untuk pensiunan PNS Golongan III dan IV; 

3. sebesar 20% (dua puluh persen) dari PBB terhutang 

untuk pensiunan BUMN/BUMD; 

4. sebesar 20% (dua puluh persen) dari PBB terhutang 

untuk pensiunan TNI/POLRI; 

d. PBB yang terhutang dalam hal kondisi tertentu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 41 ayat (2) 

huruf a angka 4, sebagai berikut : 

1. sebesar 30% (tiga puluh persen) dari PBB terhutang 
untuk objek pajak yang wajib pajaknya orang 

pribadi yang berpenghasilannya kurang dari               
Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan; 

2. sebesar 20% (dua puluh persen) dari PBB terhutang 
untuk objek pajak yang wajib pajaknya orang 
pribadi yang berpenghasilannya diatas dari               

Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan; 

3. permohonan pengajuan dilampiri dengan Surat 

Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari aparat 
setempat;  

e. sebesar 30% (tiga puluh persen) dari PBB yang 

terhutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal Pasal 41 ayat (2) huruf a             
angka 5; 

f. sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari PBB yang 
terhutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal Pasal 41 ayat (2) huruf b; 

g. PBB yang terhutang dalam Objek Pajak terkena 
bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 

ayat (3), sebagai berikut : 

1. sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang 

terhutang dalam hal objek pajak terkena bencana 
alam banjir, kekeringan dan angin topan; 

2. sebesar 100% (seratus persen) dari PBB yang 

terhutang dalam hal objek pajak terkena bencana 
alam gempa bumi, tsunami, gunung meletus dan 
tanah longsor; atau 

h. sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang 
terutang dalam hal sebab lain yang luar biasa  

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4). 
 
 

Pasal II 
 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung 
 
 

. 
 

 Ditetapkan di Soreang 
 pada tanggal 18 Juni 2013 
  

 BUPATI BANDUNG, 
  
  

 Ttd 
  

  
 DADANG M. NASER 
  

  
Diundangkan di Soreang  

pada tanggal 18 Juni 2013 
 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG, 

 

  
  

Ttd  
  

  
SOFIAN NATAPRAWIRA  

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN  2013  NOMOR 29 

 
 
 

 
 


